mengeksekusi dan menjual benda yang merupakan Jaminan Fidusia, tidak semudah
sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV11/2019.

Kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang bertujuan melindungi
konsumen untuk sudah harus melakukan standarisasi atas perjanjian standar atau kontrak
baku dengan membuat template perjanjian standar, isi dari perjanjian bisa beda hanya
besaran bunga dan di ayat-ayat tertentu berbeda. Sebab apabila templatetersebut sudah
seragam, sehingga akan meminimalisir potensi penyelundupan klausul baku di dalam

perjanjian standar yang menciptakan unfairness (ketidaksemimbangan para pihak)
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